PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 5 TAHUN 1963 (5/1963)
TENTANG
SURAT HUTANG LANDREFORM

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

a.

bahwa pengeluaran Surat hutang |andreform sebagai cara
penbayaran ganti kerugian dari tanah-tanah yang dal am rangka
pel aksanaan |andreform dianbil oleh Penerintah berdasarkan
ket ent uan- ket ent uan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 174) yo Peraturan Penerintah
No. 224 tahun 1961 (Lenbaran- Negara tahun 1961 No. 280), perlu
di at ur dengan undang-undang;

b. bahwa peraturan tersebut perlu segera dikeluarkan karena
tanah-tanah yang di maksudkan itu telah mulai dikuasai oleh
Penerintah di bagi-bagi kan kepada para petani-penggarap yang
ber sangkut an;

C. bahwa ol eh karena keadaan nenaksa, naka soal tersebut diatur
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 ayat 1 serta pasal 23 ayat 4 dan ayat 5 Undang-
undang Dasar;

2. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun
1960 No. 174) yo Peraturan Penerintah No. 224 tahun 1961
(Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 280);

3. Undang- undang No. 10 Prp tahun 1960;

Menut uskan

Menet apkan :

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Surat Hutang
Landr ef orm

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Menteri Pertanian dan Agraria (selanjutnya didalam Peraturan
ini disebut Menteri) diberi kuasa untuk nengeluarkan surat
hutang |andreform atas beban Negara setinggi-tingginya 90%
(senbil an pul uh perseratus) dari seluruh jum ah ganti-kerugi an
dari tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform
di anbi | ol eh Penerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan
undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun
1960 No. 174) yo Peraturan Penerintah No. 224 tahun 1961
(Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 280).

Yang berhak nenerinma surat hutang | andreform hanyal ah para
bekas pemlik dari tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan
per at ur an- peraturan tersebut pada ayat (1) pasal ini dianbi
ol eh Peneri nt ah.

Penberi an surat hutang |andreform dinulai pada tanggal 24
Sept enber 1963 dan di adakan dal am | enbaran atas unj uk dari Rp.



1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nenurut cara yang akan
di t et apkan | ebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 2

(1) Surat hutang | andreform berbunga 6 (enanm) perseratus dal am satu
tahun dan di bayar atas kupon-tahunan pada waktu- waktu yang
akan ditetapkan oleh Menteri, wuntuk pertama Kkalinya pada
tanggal 24 Septenber 1964.

(2) Kupon- kupon tahunan yang tidak dimnta penbayarannya nenjadi
kadal uarsa setelah lewat 5 (linma) tahun sesudah tangga
j at uhnya kupon- kupon tersebut .

Pasal 3

(1) Surat hutang |andreform dilunaskan pada setiap tahun, untuk
pertama kali dalam tahun 1965 jika perlu dengan cara undi an,
paling |ama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan
menurut cara-cara yang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan
ket ent uan bahwa pel unasan itu dapat di percepat.

(2) ntuk setiap kali pelunasan sebagai yang di naksudkan dal am ayat
(1) pasal ini pada azasnya disedi akan seperduabelas dari
jum ah seluruh surat hutang | andreform yang akan terdiri dari
bar ang- barang nodal dari Penerintah guna penbangunan usaha
industri/sesuai dengan rencana penbangunan industri dan/atau
uang tunai

(3) Hak untuk nenagi h surat hutang |andreform yang tel ah di sedi akan
unt uk di lunaskan nenjadi hilang setelah lewat 5 (linma) tahun
sesudah tanggal pel unasannya surat hutang | andrefonn tersebut.

(4) Surat hutang | andreformti dak akan berbunga | agi setel ah terundi
unt uk di |l unaskan.

Pasal 4

(1) Kesenpat an untuk nenukar surat hutang |andreforrn yang tel ah
terundi dengan barang-barang nodal sebagai mana di maksudkan
dal am pasal 3 ayat (2) diberikan pertama-tama kepada bekas-
pem | i k-tanah, dan jika ia telah neninggal dunia kepada ahli -
waris dari yang nenegang surat hutang |andreform yang
ber sangkut an, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dal am
jum ah nom nal yang sesuai, nenurut cara yang akan ditetapkan
ol eh Menteri.

(2 )Jika bekas-pemlik-tanah atau ahli-warisnya itu tidak
nmenper gunakan kesenpatan yang diberikan kepadanya untuk
menukar surat hutang |andreform dengan barang-barang nodal
sebagai mana yang di maksudkan pada ayat (1) pasal ini, naka
kepada penegang surat hutang |andreform |ainnya diberikan
kesenpatan pula untuk nel akukan penukaran itu jika ternyata
bahwa bar ang- barang nodal tersebut nmasih ada si sanya,

(3)deh Menteri ditetapkan jenis dan harga barang-barang nodal yang
dal am tahun yang bersangkutan di sedi akan untuk ditukar dengan
surat hutang | andref orm



Pasal 5

Kupon- kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang di maksudkan
dal am pasal -pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada senua
kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan badan-badan lain di
I ndonesi a yang akan ditunjuk oleh Menteri nenurut cara yang akan
di t et apkan ol ehnya.

Pasal 6

(1) Surat hutang | andreform tidak di kenakan waji b-sinpan pada sal ah
satu bank-penyi npanan- ef ek, sebagai mana di maksudkan dal am
pasal 7 Peraturan Devisen 1940 (Stbl. 291 tahun 1940).

(2)Surat hutang |andreform tidak diperkenankan dijadi kan jam nan
unt uk nendapatkan kredit dari bank-bank atau |enbaga-| enbaga
per kreditan | ai nnya, kecuali dengan izin Menteri atau penjabat
yang di t unj uknya.

Pasal 7

Dal am nel aksanakan " Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Stbl. 1925 No.

319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Stbl. 1944 No. 17)

sebagai mana telah diubah dan ditanbah - terakhir dengan Undang-

undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun

1959 - naka :

a.Surat hutang l|andreform bagi penegang pertama dianggap tetap
nmenpunyai nilai pari,

b. ber hubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian yang ol eh
pemegang pertanma diderita karena penjualan atau pengoperan
surat hutang | andref orm yang di punyai nya tidak di perhatikan.

Pasal 8

(1) Surat hutang |landreform ditanda-tangani oleh Menteri dan
di daftarkan ol eh Badan Peneri ksa Keuangan atau nenurut cara
lain yang disetujui oleh Badan Peneriksa Keuangan sebel um
di kel uar kan.

(2) Tentang surat hutang l|andreform vyang dikeluarkan dibuat
per hi tungannya yang di beritahukan kepada Dewan Perwakil an
Rakyat Gotong Royong setelah diperiksa dan disetujui oleh
Badan Peneri ksa Keuangan

(3)Surat hutang |andreform yang sudah diterima kenbali karena
pel unasan dan kupon-kupon yang sudah di bayar setelah dibuat
tidak berlaku, dikirinkan oleh Menteri kepada Badan Peneriksa
Keuangan unt uk di nusnahkan sehi ngga ti dak dapat di gunakan | agi
dal am per edar an

Pasal 9
Semua pengel uaran yang berhubungan dengan penyel enggaraan sur at
hutang |andreform di bebankan kepada Anggaran Negara Republik
I ndonesi a, termasuk penbayaran bunga dan pel unasannya.

Pasal 10



Segala surat-surat pendaftaran, kwi t ansi - kwi t ansi , penasti an-
permastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk nenjalankan
Peraturan Peneintah Pengganti Undang-undang ini bebas dari bea
mat er ai .

Pasal 11

Untuk surat-surat hutang |andreform dan kupon-kupon bunga yang
hilang atau nmnusnah dapat diberi gantinya nenurut peraturan-
per at uran yang akan ditetapkan ol en Menteri.

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur guna pel aksanaan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni ditetapkan ol eh Menteri.

Pasal 13

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nmenget ahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tangggal 22 Juni 1963
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

ttd.
DJ UANDA

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 1963

Sekretaris Negar a,

ttd.
A W SURJQAD NI NGRAT S. H.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENVERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1963
t ent ang

SURAT HUTANG LANDREFORM
UMUM

D dal am Undang-undang Pokok Agraria (pasal 17) ditentukan,
bahwa kepada para bekas pem ik tanah yang dianbil ol en Penerintah
dal am r angka pel aksanaan | andref orm akan di beri kan ganti - ker ugi an.

Ganti-kerugian itu akan diberikan sejunm ah 10% dal am bent uk



uang si npanan pada Bank Koperasi Tani dan Nel ayan, sedang si saanya
berupa surat hutang |andreform (pasal 7 Peraturan Penerintah No.
224 tahun 1961).

Ber hubung dengan itu, maka perlu di adakan suatu peraturan yang
nmenberi ket entuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan
dengan pengel uaran surat-surat hutang | andreform tersebut. Karena
pengel uaran surat-surat hutang |andreformitu merupakan suatu cara
penbayaran ganti-kerugi an ol eh Penerintah, nmnaka biaya-biaya yang
ber sangkut an, termasuk penbayaran bunga dan pel unasannya, mnerupakan
beban Anggaran Negara. Maka peraturan yang di maksudkan itu harusl ah
ber bent uk atau setingkat Undang-undang.

A eh karena tanah-tanah yang terkena peraturan landreformitu
sudah mul ai dikuasai oleh Penerintah sejak tanggal 24 Septenber
1961 dan sebagi an bahkan sudah di bagi-bagi kan kepada para petani
yang berhak nenerimanya, naka sudah selayaknyalah kiranya jika
ganti-kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemliknya
di beri kan secepat nungkin yaitu dinulai pada tanggal 24 Septenber
1963. A eh karena pengeluaran surat-surat hutang landreforrm itu
mener | ukan persiapan yang tidak sedikit, maka terpaksal ah soal nya
di atur dengan suatu Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
agar pel aksanaannya dapat segera di nul ai .

PASAL DEM PASAL

Pasal 1 s/d 4

a. Pel aksanaan landreform termasuk bidang tugas Menteri
Pertani an dan Agraria. deh karena itu Menteri Pertanian
dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk nengel uarkan
surat-surat hutang | andreformitu.

Sesuai dengan naksudnya sebagai cara nenberikan ganti Kkerugi an
kepada para bekas pem|ik tanah, naka surat-surat hutang
| andref orm tersebut hanya akan diberikan kepada bekas
pem ik tanah itu.

b. Surat-surat hutang | andreform akan di kel uarkan atas unj uk
("aantoonder") dengan nmaksud untuk nmenudahkan yang
enpunya untuk nenguangkannya, jika ia tidak suka
nmenunggu sanpai surat hutang Kkepunyaannya itu datang
gilirannya untuk dilunasi. Sebagai mana ditentukan dal am
pasal 3 nmaka pelunasan surat-surat hutang |andreform
tersebut akan dil akukan dal am waktu 12 tahun, terhitung
2 tahun sesudah diterimkan kepada yang bersangkutan.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan
Agraria surat-surat hutang | andreform yang manakah akan
dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas
pem ik tanah yang tidak suka nenunggu sanpai giliran
per | unasannya  datang dapat nmenj ual sur at hut ang
landreformmya itu Kkepada siapa yang suka nenbelinya.
Penmbel i inilah yang pada waktunya berhak untuk nenerinma
pel unasan itu.

C. Pada azasnya pelunasan itu akan diberikan berupa barang-
barang nodal untuk penbangunan industri, dengan naksud
agar kegiatan usaha bekas pemlik tanah dialihkan dari
bi dang pertani an kebi dang industri.

Ber hubungan dengan itu dan adanya kenungki nan, bahwa jum ah barang-



barang nodal yang disedi akan Penerintah untuk pel unasan
tersebut tidak nencukupi, maka ditetapkanlah didalam
pasal 4, bahwa para bekas pemlik tanahlah yang diberi

prioritas pertama untuk nenukarkan surat-surat hutang
| andr ef or mnya dengan bar ang- barang nodal itu

Kal au masi h ada sisanya baru para penegang surat hutang | andreform

Pasal

| ai nnya di beri kesenpatan. Sungguhpun surat-surat hutang
andreform itu atas wunjuk, tetapi oleh karena pada
Panitia Landreform setenpat tersedia daftar dari pada
nama- nama para bekas pemlik tanah, naka kiranya tidak
sukar untuk nenentukan, apakah seorang penegang surat
hutang | andreform itu seorang bekas pemlik atau bukan.
Ji ka persediaan barang-barang nodal tidak nencukupi,
maka pel unasannya akan dil akukan dengan penberian uang
tunai, sebesar nilai pari.

d. Senentara belum dilunasi pemegang surat hutang | andreform

ber hak atas bunga sebesar 6% setahun. Bagi nereka yang
menerima surat hutang |andreform pada tanggal 24
Septenber 1963 bunga itu untuk pertama kalinya akan
di beri kan pada tanggal 24 Septenber 1964. Didal am
Peraturan Penerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut
di t et apkan sebesar 3% tetapi kiranya 6% nerupakan bunga
yang | ebi h | ayak.

5

Mengi ngat sifat surat hutang landreform itu sebagai suatu tanda

Pasal

penberian ganti - kerugi an, maka sesuailah kiranya dengan
kei ngi nan orang-orang yang bersangkutan, jika nereka itu
di per bol ehkan untuk nenegang dan nenyi npannya sendiri nenur ut
cara yang di kehendaki nya.

6

Menper kenal kan surat-surat hutang | andreform itu dijadi kan jam nan

Pasal

unt uk nendapat kan kredit dari Bank, akan berarti tidak sedikit
nmenanbah besarnya volune uang yang beredar, hal mana justru
akan di cegah dengan cara penberian ganti-kerugi an berupa surat
hut ang | andr ef orm yang pel unasannya dil akukan dal am waktu 12
tahun itu

7 s/d 13
Cukup j el as.

Ter masuk dal am Lenbar an- Negar a tahun 1963 No. 63.

D ket ahui
Menteri/Pd. Sekretaris Negara,

A W SURJQADI NI NGRAT S. H

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963

YANG TELAH DI CETAK ULANG
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